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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang manajemen

Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana dalam hal ini tentang masa

percobaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dlmana di atur dalam

pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan CPNS dilaksanakan selama

1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar,

menciptakan PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas

dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme

serta serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi

masyarakat. Peran ASN sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan,

pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk menciptakan ASN yang dimaksud tersebut maka perlu

adanya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)

untuk menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas,

nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA).

Selain itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak terlebih kepada

pihak yang diwajibkan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap

CPNS, agar para peserta Latsar CPNS mampu mengerti dan

memahami nilai-nilai dasar dalam aktualisasi setiap kegiatan.

Perlunya aktualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara

(L_AN) memiliki kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014

yaitu Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman

penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan III. Harapannya setelah mendapatkan pendidikan dan



pelatihan dimaksud CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai

ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2016:

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun

2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Widyaiswara;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Galon

Pegawai Negeri Sipil Golongan III;



Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR. DPD, dan

DPRD menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR Rl) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran,

dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR Rl

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut;

1) Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan

Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN

2) Membahas dan memberlkan persetujuan atas RUU APBN yang

diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

3) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas

pelaksanaan APBN

4) Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya

yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl nomor 6 tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR Rl sebagaimana diubah dengan peraturan

Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Kajian Anggaran

memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang

dan tugas DPR Rl di bidang perancangan APBN. Dalam pelaksanaan

tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran

2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian

Anggaran

3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat

Kajian Anggaran

4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit

organisasi di lingkungan Pusat Kajian Aggaran

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian

anggaran



6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran

7) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran

8) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran

9) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran

10) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran

11)Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan

Keahlian DPR Rl.

1. VIS! DAN MISI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran

memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1.1.VISI

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi Badan

Keahlian DPR Rl, dengan fokus pada tugas dan fungsi yang

telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan

fungsi anggaran DPR Rl. Dengan demikian, visi Pusat Kajian

Anggaran adalah:

a. Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna

bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat

Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Rl secara baik dan benar,

dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan

serta kualitas SDM.

b. Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa

Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat

diimplementasikan.

c. Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna

bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan

keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab



atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di

dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas

dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi

anggaran DPR RI.

1.2.MISt

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian

Anggaran menyusun misi sebagai behkut:

a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian

anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi

anggaran Dewan.

b. Memperkuat manajemen pengetahuan.

c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

1.3.STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas dan fungsi sebagai

supporting system bagi Anggota Dewan dalam bentuk

keahlian di bidang Anggaran. Pusat Kajian Anggaran

dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Eselon II), yang saat ini

dijabat oleh Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran
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Sumber: http://puskajianggaran.dpr.go.id/

1.4.TUGAS DAN FUNGSI ANALIS APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang

dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang



diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk

melakukan kegiatan analisis APBN. Kemudian berdasarkan

Persekjen No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Jabatan Fungsional Analis APBN di Lingkungan Setjen dan

BK DPR Rl menjelaskan bahwa jabatan Fungsional Analis

APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas.

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan

kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Setjen dan BK DPR

Rl. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional

dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari

Analis APBN Ahli Pertama, Anaiis APBN Ahli Muda. Analis

APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Berdasarkan

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja Pegawai

Negeri Sipil disebutkan pada Pasal 1 poin 3 bahwa Sasaran

Kinerja Pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan

dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Analis APBN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan

mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai

siklus APBN, BPK, dan DPD

b. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka

penyusunan laporan dalam rapat-rapat sesuai siklus APBN,

BPK. dan DPD

c. Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam

rapat-rapat DPR Rl sesuai siklus APBN, BPK, DPD

d. Pengumpuian data dan informasi dari

Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga lainnya

e. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK

dan pertimbangan DPD



f. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan

pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan

pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan

panggilan data-data primer langsung dari sumber data,

Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi

Negara dan swasta dalam dan luar negeri

g. Menyusun Analisis Ringkas Cepat

h. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi

APBN, BPK, dan DPD. serta Analisis Ringkas Cepat (ARC)

i. Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan

permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia

j. Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai

output

k. Meiaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oieh atasan

I. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara

berkala dan setiap waktu diperlukan

2. KONDISI SAAT INI

Selama penulis bekerja di Pusat Kajian Anggaran, penulis

menemukan beberapa isu yang menurut penulis layak untuk dibahas

pada kegiatan aktualisasi ini. Isu-isu yang penulis temukan merupakan

hasil dari pengamatan dan diskusi dengan rekan kerja di Pusat Kajian

Anggaran. Berikut merupakan beberapa isu yang ditemukan oleh

penulis;

2.1.Belum mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN
pada http;//puskajianggaran.dpr.go.id/

Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl di bidang

perancangan APBN. Untuk mewujudkan visi Pusat Kajian

8



Anggaran yang akuntabel, Pusat Kajian Anggaran memberikan

informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam

mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR Rl. PKA memiliki

website dengan alamat http://puskajianggaran.dpr.go.id/.

Gambar 2. Tampilan Website Pusat Kajian Anggaran
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Pada website Pusat Kajian Anggaran terdapat berbagai menu

yang menyajikan berbagai infomiasi dari informasi tentang unit

Pusat Kajian Anggaran yang termuat dalam menu Tentang Kami

dan menu Profil, informasi mengenai produk-produk yang

dihasilkan oleh PKA yang terdapat dalam menu Produk. Selain

itu, terdapat menu Knowledge Management yang bertujuan

untuk menambah pengetahuan seputar APBN yang terdiri dari sub

menu Kamus, Peristiwa, Formula, dan Tematik. Pada menu

Knowledge Management di website Pusat Kajian Anggaran,

khususnya dalam menu formula terdapat 23 formula terkait APBN

dan belum ada pembaruan sejak tahun 2017. Formula yang

dimaksud disini merupakan rumus-rumus yang berkaitan dengan

APBN yang disertai dengan keterangan-keterangan seputar

formula terkait.

"1



Gambar 3. Tampilan Daftar Formula pada Website
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2.2.Beluni optimalnya lugas pendampingan kepada komisi-
komlsi di DPR RI terkait isu-isu APBN. ,

Salah satu tugas Analis APBN adalah melakukan

pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-

rapat DPR Rl sesuai siklus APBN, BPK dan DPD. Sejauh ini

terkait tugas ini masih belum optimal. Belum optimalnya

dukungan Pusat Kajian Anggaran (PKA) terkait pelaksanaan

fungsi anggaran DPR Rl dalam haJ tugas pendampingan

kepada komisi-komisi dt DPR Rl ini dikarenakan masi'h

kurangnya komunikasi dan koordinasi antara PKA dengan

Komisi terkait.

2.3.Belum tersedianya software statisfik untuk mengolah dan
menganalisis data.

Kemampuan penggunaan software statistik sangat diperlukan

untuk menganalisis data untuk keperluan penyusunan

anaiisis/kajian.
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3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

a. Mutakhirnya informasi mengenai

httpy/puskajianggaran.dpr.go.id/

b. Optimalnya kegiatan pendampingan komisi.

c. Dioptimalkannya penggunaan software statistik di Pusat Kajian

Anggaran.

4. TEKNIK ANALISIS USG

Tabei 1. Teknik USG

formula pada

u St AG Kesimpulan^

1. Beluin mutakhimya informasi mengenai
formiita pada

http://puskajianggaran.dpr^o.id/
AJasan:

Informasi mengenai fomiula pada website
PKA dapat rnempermudah Analis APBN
da(am menganalisis suatu isu tertentu yang
terkait dengan APBN dengan waklu yarrg
lebih cepat

Belum optimalnya tugas pendampingan
kepada komisl-komisi di DPR RJ terkail
Isu-isu APBN.

Alasan:

Tugas pendampingan ke komisi-komisi DPR
sejauh ini masih belum optimaf. Belum,
optimafnya kegiatan penctempingan ini
dikarenakan masih kurangnya komunikasi
dan koordinasi antara PKA dengan komisi
terkait.

Belum optimalnya penggunaan software
statistik untuk mengofah dan
menganalisis data
Alasan:

Masih dipertukan peningkatan keterampllan
penggunaan software stastistik dari Analis
APBN

11
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Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipiiih adalah :

Isu ke-1 dengan rumusan isu masih kurangnya informasi mengenai

fonnula terkait APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/.

Keterangan :

U = Urgency

Infonnasi mengenai formula pada website PKA dapat meningkatkan

pengetahuan baik untuk staf di Pusat Kajian Anggaran maupun bagi

masyarakat luas. Informasi formula tersebut juga dapat

mempermudah Analis APBN dalam menganalisis suatu isu tertentu

yang terkait dengan APBN dengan waktu yang lebih cepat.

S = Seriousness

Pada unit kerja di Pusat Kajian Anggaran, khususnya sebagai Analis

APBN, peningkatan kompetensi dan pemahaman sangat penting

untuk terus ditingkatkan. Sehingga dengan adanya fomrjula yang

update maka pengetahuan pengguna website dapat ditingkatkan.

G = Growth

Pentingnya peningkatan kualitas konten pada website Pusat Kajian

Anggaran agar semakin lengkap dan menarik. Dengan adanya

penyusunan formula yang update maka pengguna website Pusat

Kajian Anggaran dapat mengetahui kebijakan baru terkait formula

APBN.

B. TUJUAN

Pemutakhiran formula-fonmula terkait APBN pada

http;//puskajianggaran.dpr.go.id/ yang bertujuan untuk menambah

pengetahuan mengenai formula terkait APBN. Serta untuk

mengupdate informasi mengenai kebijakan terbaru terkait formula

tersebut.

12



C. MANFAAT

Internal

Memudahkan pencarlan formula terkait APBN

Memperbarui dan menambah list formula yang tersedia pada

website Pusat Kajian Anggaran

Eksternal

Meningkatkan kualitas pelayanan infonnasi bagi pengguna

website

13



BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Gambar4. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Kondisi Saat Ini

Belum mutakhimya informasi mengenai formula terkait APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/

\\

Kegiatan 1
Menentukan jenis formula

dan moiakukan
pengumpulan data yang

^ berkailan dengan formula

MelaKukan konsuttasi
dengan Kepala Pusat
Kalian Anggaran
MeiakuKan koordinasi
dengan mentor
MeiakuKan pencanan dan
pengumpulan intorma^i
terkait formula

Laporar) slngkat
Laporan slngkat
Draft teori dan formula
tofkaitAPBN ^

Kegiatan 2 \ Kegiatan 3
Menyusun dokumen

rfngkasan formula terkait
- • .: APBN '

Membaca dan memahamj leon-
teori dan formula yang t>erkaitan
dengan APBN dan membual
nngkasan leori-teon berkailan
dengan APDN dan menyusun
draft formula

Konsullasi dengan mentor terkait
draft formula yang disusun dan
meminia persetuiuan mentor
ur\tuk tinalisa^i formula

1. Draft formula

l.«pofan.SI0flKBUi

Pubtikasi formula pada
websilo Pusat Kajian

Anggaran

Melakukan presentasi di unit
keria dalam rangka untuk
mendapat masukan terkait
formula yar^ akan duupload
pada website PKA
Meminta persetujuan mentor
Mengupload dokumen (omiula
melalui pengeioia website PKA

1 Surat undangan, daftar
hadir dan laporan stngkal

2 Laporan singkal
3. rormula (elah Xet-uptoad

pada website PKA

Kegiatan 4
Peyusunan laporan

kegiatan

Koordinasi

dengan mentor
Penyusunan
laporan
kegiatan

1. Laporan slngkat
2. Laporan slngkat dan
ag^aporar) kegiatarti.-.

Harapan

Mutakhimya Informasl mengenal formula terkait APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.ld/



A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja
Identiflkasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

Pusat Kajian Anggaran
1. Beium mutakhlrnya informasl mengenai formula terkait APBN pada http://puskajlanggaran.dpr.go.ld/
2. Belum optimalnya dukungan Pusat Kajian Anggaran terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPR Rl dalam hal tugas

pendampingan kepada komisi-komisi di DPR Rl terkait isu-isu APBN
3. Belum optimalnya penggunaan software statistik dalam mengolah dan menganalisis data
Belum mutakhlrnya Informasl mengenai formula terkait APBN pada http://puskajlanggaran.dpr.go.ld/
Pemutakhlran Formula TerkaitAPBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/

Tabel 2. Rancangan Aktualisasi

'NoV Keglatan Tahapan Keglatan Output/Hasll
Keterkaltan SubstansI

Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap VisI
dan MIsI Organisasi

Penguatan Nilal
Organisasi

•• 1; 2. 3. • ^ 4. 5. 6. 7.
Menentukan jenis
formula yang
terkait APBN dan

melakukan

pengumpulan

data yang
berkaitan dengan
formula APBN

1.1. Melakukan konsuitasi

dengan Kepala Pusat
Kajian Anggaran

1.2. Melakukan koordinasi

dengan mentor

1.3. Melakukan pencarian

dan pengumpulan
informasl terkait

formula

1.1. Laporan

singkat

1.2. Laporan
singkat

1.3. Tersusunnya
draft teori dan

formula terkait

dengan APBN

Berkonsultasl dengan
Kepala Pusat Kajian
Anggaran serta
berkoordinasi dengan
mentor untuk

mendiskusikan

mengenai formula yang
berkaitan dengan APBN
dengan tetap
memperhatikan etika

dan sopan santun

(Etika Publik).

Dengan melakukan
konsuitasi dengan Kepala
Pusat Kajian Anggaran dan
berkoordinasi dengan
mentor, maka misi

organisasi yaitu
memperkuat manajemen
pengetahuan dapat
tercapai.

Dengan adanya
kegiatan konsuitasi
bersama mentor maka

nilal Akuntabel dan

Profesional dapat

diperkuat.

Menginventarisir buku-
buku dan informasl

yang akan digunakan
untuk penyusunan
formula dan membuat

dokumen draft

(Akuntabilitas dan

Etika Publik)

Dengan melakukan

inventarisir buku dan

pengumpulan data, maka
misi organisasi yaitu
memperkuat manajemen

pengetahuan dapat
tercapai.

Dengan melakukan

inventarisir buku dan

pengumpulan data,

maka nilal organisasi
Profesional dapat
diperkuat.
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Menyusun
dokumen

ringkasan formula
terkait APBN

Publikasi formula

pada website

Pusat Kajian
Anggaran

2.1.Membaca dan

memahami teoh-teori

dan formula yang
berkaitan dengan APBN
dan membuat ringkasan
teori-teori berkaitan

dengan APBN dan
menyusun draft formula

2.2. Konsultasi dengan
mentor terkait draft

formula yang disusun
dan meminta

persetujuan mentor
untuk finalisasi formula

3.1. Melakukan presentasi
di unit kerja dalam
rangka untuk
mendapat masukan
terkait formula yang
akan di-upload pada
website PKA

3.2. Meminta persetujuan
mentor

2.1. Tersusunnya

draft formula

2.2. Laporan

singkat

3.1. Surat

undangan,
daftar hadir dan

laporan singkat

3.2. Laporan
singkat/surat
persetujuan
mentor

16

Kegiatan membuat

ringkasan ke dalam
format yang telah
disusun dan membuat

draft dokumen formula

yang berkaitan dengan
APBN (Akuntabilitas).

Berkoordinasi dengan
mentor untuk

melaporkan draft
formula teori-teori

berkaitan dengan APBN
dengan tetap
memperhatikan etika
dan sopan santun
(Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan
Akuntabilitas).

Melakukan presentasi di
unit kerja untuk

mendapatkan masukan-
masukan merupakan

salah satu bentuk

pertanggungjawaban
dan transparansi terkait
dokumen formula yang
akan dipublikasikan
pada website
(Akuntabilitas)

Berkoordinasi dengan

Dengan melakukan

penyusunan formula maka
tugas organisasi yaitu
mendukung kelancaran

pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR Rl di

bidang perencanaan
APBN; fungsi organisasi
yaitu pelaksanaan

dukungan pengkajian
anggaran, koordinasi dan

pembinaan terhadap
pelaksanaan tugas unit
organisasi; visi organisasi
yaitu menjadi Pusat Kajian
Anggaran yang
professional dan

akuntabel: serta misi

organisasi yaitu
memperkuat manajemen
pengetahuan dapat

tercapai.

Dengan melakukan

publikasi formula pada
website Pusat Kajian
Anggaran maka tugas
organisasi yaitu
mendukung kelancaran
pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR Rl di
bidang perencanaan
APBN; fungsi organisasi
yaitu pelaksanaan
dukungan pengkajian

anggaran;

Dengan melakukan
telaahan teori-teori

berkaitan dengan APBN
maka nilai organisasi
Akuntabel,

Profesional dan

Integritas dapat
diperkuat.

Dengan publikasi
formula maka nilai

organisasi Akuntabel,

Profesional, dan

Integritas dapat
diperkuat.



3.3. Mengupload dokumen
formula melalui

pengelola website
PKA

3.3. Dokumen

formula telah

ter-upload pada
website PKA

17

mentor untuk

melaporkan dokumen

final formula teori-teori

berkaitan dengan APBN

dengan tetap
memperhatlkan etika

dan sopan santun
(Etika Publik, dan
Akuntabilitas).

Melakukan koordinasi

dengan pengelola
website untuk

membantu

mempublikasikan

formula tersebut

dengan tetap
memperhatikan etika
dan sopan santun

(Etika Publik)

Melakukan pengecekan
pada website untuk
memastikan formula

telah terpublikasi
(Akuntabilitas,
Komitmen Mutu)

visi organisasi yaitu
menjadi Pusat Kajian

Anggaran yang

professional, andal, dan

akuntabel; serta misi

organisasi yaitu

memperkuat manajemen
pengetahuan dapat

tercapai.



Penyusunan

laporan hasit

kegiatan

1. Konsultasi

mentor

2. Penyusunan

kegiatan

dengan

iaporan

1.Laporan singkat

2. Laporan singkat
dan laporan

kegiatan
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Berkoordinasi dengan
mentor untuk

pembuatan laporan

kegiatan dengan tetap
memperhatikan etika

dan sopan santun (Etika

Publik, Komitmen

Mutu dan Akuntabel).

Melakukan

pengumpulan data

untuk mendukung

pembuatan laporan

kegiatan (Komitmen

Mutu dan Akuntabel).

Membuat laporan
kegiatan secara

transparan

(Akuntabllitas).

Dengan pembuatan

laporan kegiatan maka visi

organisasi yaitu menjadi
Pusat Kajlan Anggaran

yang profesional, andal,

dan akuntabel dapat

tercapai.

Dengan pembuatan

laporan kegiatan maka

nilai organisasi

Akuntabel,

Profesional, dan

Integritas dapat

diperkuat.



B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 4 kegiatan dimana di setiap kegiatan

terdapat beberapa tahapan-tahapan. Berikut merupakan rincian

penjelasan dari setiap kegiatan dan tahapannya.

4.1. Menentukan jenis formula terkait APBN yang akan ditambahkan

pada menu formula di website Pusat Kajian Anggaran

Tabel 3. Nilai-Nliai yang Terkandung dalam Kegiatan 1

No ANEKA
WoG, M.ASN.

Pelayanan Publik
Nilai Organisasi

(RAPi)

1. Etika Publik - Akuntabef

2. KomiCmef^ Mutu - Profesional

3. Akurtabilitas - •

- Tahapan 1 ; Melakukan konsuttasi dengan Kepala Pusat Kajian

Anggaran.

GambarS. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

Keterkattan Subsfansi Mata Pelatihan

Proses konsuttasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran serta

koordlnasi dengan mentor untuk mendiskusikan mengenai formula

yang berkaitan dengan APBN harus dengan memperhatikan etika

dan sopan santun, dimana hal ini mencerminkan nilai ASN yaifu

Etika Publik, Selain itu, dengan adanya konsultasi dengan Kepala
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Pusat Kajian Anggaran terkait output yang akan dikerjakan, maka

diharapkan hasi! dari kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi

maksimal. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan nilai ASN

yaitu Komitmen Mutu. Kegiatan konsultasi ini juga merupakan

penerapan dari nilai Akuntabilitas, dimana penulis harus dapat

mempertanggungjawabkan output yang dikerjakan kepada atasan

yaitu Kepala Pusat Kajian Anggaran.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

merupakan proses panting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi

dapat berjalan dengan balk dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi

proses sharing knowledge antara atasan dengan penulis sehingga

salah satu misi organisasi yaitu memperkuat manajemen

pengetahuan dapat tercapai.

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

merupakan salah satu bentuk penguatan nilai organisasi karena

dalam tahapan ini penulis menyampaikan dan menjelaskan

rancangan aktualisasi yang akan dilakukan, dimana penulis harus

siap dan mampu melaksanakan aktualisasi dengan baik. Selain itu,

hasil dari kegiatan aktualisasi ini harus dapat

dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan dilaksanakannya
kegiatan ini maka nilai Akuntabel dan Profesional.

Tahapan 2 : Melakukan koordlnasi dengan mentor.

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Tahapan kedua yang dilakukan adalah melakukan koordinasi

dengan mentor. Dalam proses ini kegiatan yang dilakukan adalah

dengan membahas formula yang akan dibuat dan membahas
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bagaimana format dan susunan dokumen formula yang akan

disusun. Pada proses ini penulis harus menerapkan nilai ASN yaitu

Akuntabilitas. Semua dokumen fonnula yang akan dikumpulkan

harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan proses penting agar

hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan

maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses sharing knowledge antara

mentor dengan penulis. Maka dengan dilaksanakannya kegiatan

koordinasi dengan mentor merupakan tahap untuk mencapai salah

satu misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan.

Penguatan Nilai Organisasi

Tahapan kegiatan melakukan koordinasi dengan mentor dalam

rangka penyusunan formula serta membuat dokumen draft fonnula

yang akan dipublikasikan di website Pusat Kajian Anggaran harus

dilaksanakan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal

ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai organisasi

yaitu Profesional dan Akuntabel. Dengan melakukan kegiatan

koordinasi dengan mentor, maka nilai organisasi Profesional dan

Akuntabel dapat diperkuat.

Tahapan 3 : Melakukan pencarian dan pengumpulan informasi

terkait formula

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Tahapan ketiga yang dilakukan adalah melakukan pencarian dan

pengumpulan informasi terkait formula. Dalam tahapan ini, penulis

mencari berbagai sumber informasi terkait formula yang disusun baik

itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan atau

dokumen pendukung lain yang di dalamnya termuat informasi
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mengenai formula yang akan disusun. Pada tahapan ini, penulis

mengumpulkan informasi mengenai:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Desa

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis harus dapat menerapkan nilai

ASN yaitu Akuntabilitas dan Etika Publik. Dimana penulis harus

dapat mempertanggungjawabkan draft formula yang disusun sudah

sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan menyusun draft

formula agar nantinya dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi

peningkatan pengetahuan baik untuk pegawai internal ataupun

masyarakat luas yang mengakses website Pusat Kajian Anggaran.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait

formula merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mencerminkan

misi organisasi, sehingga misi untuk memperkuat manajemen

pengetahuan dapat tercapai.

Penguatan Nilai Organisasi

Tahapan kegiatan melakukan pencarian dan pengumpulan informasi

formula DBH, DAU dan Dana Desa dalam rangka penyusunan

formula serta membuat dokumen draft formula yang akan

dipublikasikan di website Pusat Kajian Anggaran harus dilaksanakan

dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan

salah satu bentuk implementasi dari nilai organisasi yaitu Akuntabel,

Profesional dan Integritas. Dengan melakukan kegiatan koordlnasi

dengan mentor, maka nilai organisasi Akuntabel, Profesional dan

Integritas dapat diperkuat.
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4.2. Menyusun dokumen ringkasan formula terkait APBN

Tabel 4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 2

No ANEKA
WoG,M.ASN.

Pelayanaii Publik
Nifai Organisasi

#Sr/'{RAPI)
1. Akuntabilitas - Akuntabel

2. Etika Publik - Profesional

3. Komitmen Mutu - Integritas

Tahapan 1 : Membaca dan memahami teori-teori dan formula

yang berkaitan dengan APBN serta membuat ringkasan

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kegiatan membuat ringkasan ke dalam format yang telah disusun

dan membuat draft dokumen formula yang berkaitan dengan APBN

dilaksanakan dengan memperhatikan nilai Akuntabilitas dan Etika

Publik dimana formula terkait APBN yang disusun harus

berdasarkan dengan teori dan kebijakan Pemerintah yang berlaku

saat Ini. Selain itu, dengan memahami teori-teori dan membaca

dokumen yang berkaitan dengan formula maka merupakan

penerapan nilai Komitmen Mutu, dimana seorang ASN harus dapat

terus menambah wawasan dan pengetahuan agar output yang

dikerjakan juga leblh makslmal dan bermanfaat bagi unit kerja.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan adanya kegiatan penyusunan formula terkait APBN maka

tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan

wewenang dan tugas DPR Rl di bidang perencanaan APBN, fungsi

organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran,

koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit

organisasi, visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang

profesional dan akuntabel, serta misi organisasi yaitu memperkuat

manajemen pengetahuan dapat tercapai.
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Dengan dilaksanakannya kegiatan penyusunan formula, merupakan

pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang

Profesional, yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan

lugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Rl secara balk

dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan

kemampuan serta kualitas SDM.

Penguatan Nilai Organisasi

Pada kegiatan ini penulis dapat meningkatkan pemaliaman dan

pengetahuan mengenai formula yang akan dipublikasikan pada

website Pusat Kajian Anggaran. Kegiatan membaca dan memahami

teori-teori dan formula yang berkaitan dengan APBN merupakan

pen/vujudan dari nilai organisasi yaitu Akuntabel dan Profesional.

Tahapan 2 ; KonsultasI dengan mentor terkalt hasil ringkasan I
dokumen formula dan meminta persetujuan mentor untuk
finaltsasl formula

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan dokumen final

formula teori-teori berkaitan dengan APBN dengan tetap

memperhatikan etika dan sopan santun merupakan penerapan nilai

ASN yaitu Akuntabilitas, Etika Publik dan Komitmen Mutu. Dalam

melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen formula, sangat

penting untuk meminta masukan dari mentor agar output yang

dihasilkan benar dan maksimal. Hal ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban penulis dalam menyusun dokumen formula.

Dalam tahapan tersebut maka nilai ASN yaitu Akuntabilitas harus

diterapkan. Kemudlan saat meminta masukan kepada mentor juga

harus memperhatikan etika dan sopan santun pada saat melakukan

diskusi, yang merupakan bentuk implementasi dari nilai Etika Publik.
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Dengan adanya diskusi dan koordinasi dengan mentor, diharapkan

output formula yang disusun menghasilkan kualitas yang baik. Hal ini

merupakan penerapan nilai Komitmen Mutu.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan mentor, merupakan

pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang

profesional, yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Rl secara baik

dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan

kemampuan serta kualitas SDM.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, penulis harus mampu

melaksanakan nilai Akuntabel, Profesional dan Integritas yaitu

dengan bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan

kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada

publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan

fungsi anggaran DPR RI. Selain itu dalam penyusunan formula hams

dilaksanakan secara benar dan tepat mengikuti time schedule yang

telah ditetapkan dalam rencana kegiatan aktualisasi.

4.3. Publikasi formula pada website Pusat Kajian Anggaran

No ANEKA
WoG, M.ASN, Nilai Organisasi

Pelayanan Publik (RAPI)
1. Akuntabilitas

- Akuntabel

2. Etika Publik - Profesional

3. Komitmen Mutu
- Integritas
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Tahapan 1 ; Melakukan presentasi di unit kerja dalam rangka
untuk mendapat masukan terkait formula yang akan 6\-upload
pada website PKA

Gambar 6. Mempresentasikan formula di Pusat Kajian Anggaran

iimiS
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Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Melakukan presentasi di depan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan

para Analis APBN sebelum formula dipublikasikan pada website

merupakan pelaksanaan dari nilai ASN Akuntabilitas dan

Komitmen Wlutu. Formula yang dipublikasikan harus benar dan

output yang dihasilkan meningkatkan mutu peiayanan dari Pusat

Kajian Anggran dalam ha) penyampaian informasi pada website.

Sehingga masukan-masukan dari rekan kerja sangat diperlukan agar

kualitas dari output menjadi lebih maksimal.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan presentasi formula di depan rekan

kerja (Analis APBN), merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan

Pusat Kajian Anggaran yang profesional, yang mempunyai makna

bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian

Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPR Rl secara balk dan benar, dan juga

berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas

SDM.

Selain itu, kegiatan publikasi pemutakhiran formula juga salah satu

bentuk untuk mencapai visi Pusat Kajian Anggaran yang andal, yang

berarti bahwa penulis mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai serta dapat diimplementasikan.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan presentasi formula di depan

Kepala Pusat Kajian Anggaran dan para Analis APBN tersebut,

merupakan pelaksanakan nilai Akuntabilitas, yaitu penulis harus

dapat bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan
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kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada

publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan

fungsi anggaran DPR Rl.

Tahapan 2 : Mengupload dokumen formula melalui pengelola
website Pusat Kajian Anggaran

Gambar7. Proses Mengupload Dokumen Formula
di Website PKA

0 (««fl «

(tokaiiMranftdfnin
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Gambar 8. Tampilan Formula pada Website PKA
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Keterkaitan Substansi Mata Pelati'han

Mengupload dokumen dengan pengelola website untuk rrrembantu

mempubfikasikan formula tersebut dengan tetap memperhatikan

etika dan sopan santun merupakan penerapan dart nilai dasar ASM

yaitu EtIka Publik cSan Akuntabilitas. Dimana pada tahapan in^

penults melakukan koordinasi dengan pengelola website PKA untuk

mengupload dokumen formula yang telah disusun.

Selain itu pada tahapan ini, dilakukan pengecekan pada website

untuk mennastikan formuJa telah terpublikasi. Kegiatan ini merupakan

pelaksanaan dari mlaf ASN Akuntabilitas dan Komitmen Mutu.

Dimana formula yang dipublikastkan harus benar dan output yang

dihasilkan merringkaJkan mutu pelayanan dari Pusat Kajian Anggran

dalam hal penyampaian informasi pada website.
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Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan pengelola website,

merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran

yang profesional, yang mempunyai makna bahwa dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran

mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPR Ri secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk

terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Selain itu, kegiatan publikasi pemutakhiran formula juga salah satu

bentuk untuk mencapai visi Pusat Kajian Anggaran yang andal, yang

berarti bahwa penulis mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai serta dapat diimplementasikan.

Selain itu penulis memastikan kembali formula yang di-t/p/oad

dengan melakukan pengecekan website. Pada tahap ini penulis

harus mampu melaksanakan nilai Akuntabilitas, yaitu dengan

bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan

termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik

sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi

anggaran DPR RI.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, penulis harus mampu

melaksanakan nilai Akuntabilitas, yaitu dengan bertanggung jawab

atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di

dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan

fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR

RI.
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4.4. Penyusunan laporan kegiatan

Tabel 6. Nllai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 4

1No ANEKA
WoG. R/TJVSN, Nilai Organisasi

Peiayanan Publik (RAPI)
1. Akuntabiltas - Akuntabel

2. Etika Publik
- Profesional

3. Komitmen Mutu - integritas

- Tahapan 1 : Konsultasi dengan mentor

Keterkaitan Substansi Wlata Pelatihan

Pada tahapan koordinasi dengan mentor terkait penyusunan laporan

kegiatan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan etika dan

sopan santun. Kegiatan ini merupakan implementasi dari nilai ASN

yaitu Etika Publik. Selain itu dalam proses penyusunan laporan juga

dilakukan pengumpulan data untuk mendukung laporan kegiatan

yang disusun. Pada tahap ini merupakan penwujudan dari Komitmen

Mutu dan Akuntabilitas. Dimana laporan yang disusun harus

maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta transparan.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Tahapan pembuatan laporan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk

mecapai visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang

Profesional, Andal, dan Akuntabel. Dimana dalam penyusunan

laporan harus diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Penguatan Nilai Organisasi

Pembuatan laporan kegiatan aktualisasi harus mencerminkan nilai

organisasi Akuntabel, Profesional, dan Integritas. Sebagai ASN

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR harus mampu

menyelesaikan laporan yang akuntabel dan transparan dengan tetap

memperhatikan kualitas laporan yang baik.
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- Tahapan 2 : Penyusunan laporan kegiatan
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Tahapan pembuatan laporan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk

mencapai visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran

yang Profesional, Andal, dan Akuntabel. Dimana dalam

penyusunan laporan harus diselesaikan dengan baik, tepat waktu

dan dapatdipertanggungjawabkan.

Penguatan Nilai Organisasi

Penyusunan taporan kegiatan aktualisasi untuk diserahkan kepada

atasan merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis kepada

Kepala Pusat Kajian Anggaran atas aktualisasi yang telah

dikerjakan. Sehingga nilai organisasi Akuntabel dan Profesional

dapatditerapkan.

C. STAKEHOLDER

Tabel 7. Stakeholder

1Ekstemai.fe'

Staf Pusat Kajian

Anggaran

Masyarakat luas / orang yamg

mengakses website F^jsat

Kajian Anggaran
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D. AN ALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

label 8. Analisis Dampak

No Kegiatan/Tahapan Kegiatan
Dampak Jika Kegiatan; 1

Tidak Dilakukan - 1

1 Menentukan jenis formula
terkait APBN yang akan
ditambahkan pada menu
formula di website Pusat

Kaiian Anqqaran

Maka data mengenai
formula terkait APBN tidak
akan terkumpul

2 Menyusun dokumen
ringkasan formula terkait
APBN

Maka dokumen tidak akan
terkumpul

3 Publikasi formula pada
website Pusat Kajian
Anggaran

yaka tidak ada publikasi
penambahan formula pada
website PKA

4 Penyusunan laporan kegiatan Miaka tidak tersedia taporan
kegiatan penambahan
fomrrula pada website PKA
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NO.

1

E, TIME SCHEDULE

KfOIATAN

M»nenluKan
tormula yang twKaH
APBNyangaKan
<Mambahkan pBda
mvnu tormul*
Melalkufcan konsultasi
dengan Kepala Pusai
Kajian Anggaran

MelaKuKaii Koordinasi
dengctn mentor

Malalujkan pencanan
dan pengumpulan
inlormasi leiVait
loriiHila

Monyuaun dofujmen
itngKstan tomniia
l*fkailAPBN

Mernbuat nnoKasan
l«or<-t«Qri b9rKail«n
(taoQan APSN <s«n
menyutun draH

togn^
KQn^uUasdengan
mwoT
P(ibhKA&ttgiiiHil*
pad* Puiai

WtwyMopisini^
4i mx K9f]« unutK
mgndaofl< mawKan
M«mio(a p^rse^^uao
merxof

Mengupib^
lormula

m«a)ui peng^iota
wwwiwPKA

P«nyusuiun Uiporan
hasOkAQtaian

KonsuKasi
mantor

IHayvtaui^ lefwan
Kagiatan

Tabel 9. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

» » a • w «|a ^

a-:.!
'1t/'k

•rl

S^.'.

m

—

A0U8TUS
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BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang

terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilaksanakan sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan saat

menyusun rancangan. Dalam setiap tahapan kegiatan, penulis harus

dapat menerapkan nilai-nilai ASN yang telah diajarkan selama pendidikan

dan pelatihan dasar CPNS. Dengan dilaksanakannya kegiatan aktualisasi

ini, penulis dapat belajar dan lebih nnemahami nilai-nilai ASN maupun nilai

organisasi di lingkungan kerja Sekretariat Jenderai dan Badan Keahlian

DPR Rl.

Adapun kegiatan aktualisasi yang penulis kerjakan adalah menyusun

dokumen formula terkait APBN yang di-upload pada menu knowledge

management di website Pusat Kajian Anggaran. Formula yang

dimutakhirkan diantaranya fonnula DAU, DBH, dan Dana Desa. Tujuan

dilakukannya kegiatan tersebut adalah agar sub menu formula pada

website Pusat Kajian Anggaran lebih update, karena sejak tahun 2017

belum ada pemutakhiran formula pada website Pusat Kajian Anggaran.

SARAN

Kebijakan terkait APBN dapat berubah dan berkembang sesuai dengan

prioritas nasional. Sehingga formulasi anggaran yang ditetapkan juga

dapat berubah. Maka sebagai Analis APBN perlu mengetahui

perkembangan infonnasi terbaru mengenai kebijakan dan formulasi

APBN. Untuk itu, pada sub menu formula pada website Pusat Kajian

Anggaran perlu terus &\-update jika ada formulasi yang berubah. Hal ini

juga dapat membantu para Analis APBN untuk mencari formulasi yang
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berlaku saat ini dan dapat memudahkan para Analis APBN dalam

melakukan kajian maupun analisis.
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DAFTAR ISTILAH

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

DAU : Dana Alokasi Umumu (DAD) adalah dana yang bersumber

dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi

DBH : Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

Dana Desa : Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber

dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer

melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari

Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi

Formula (AF).
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LAMPIRAN KEGIATAN 1

Lampiran 1.1. Konsultasi dengan Kepaia Pusat Kajian Anggaran

, -uv

^1

-Pus«t Kiijntn

Secretariat tUn 8».d.in( Keahllau
Oswin PerwiikU,iQRakyat B<*put)Uk inddiWilA

, V,

1.. , j *»•

j< ndcnt C.KOtSubiotn Pus 19270
TeSp (8Zt'5''15'''«lFJX ({Tl) T*!

t)( •» s

''1 - ^
^ ' u »

I Ai'fiR^M «;i\nKrf KONsiii/rtsi ^kdiai.isast r.pvs pusatkhi.W

As^s.

Selas3j 23 juli 2019

Q^msldU-OUWld

Ryaa? Rapat Kepaia PusaC KaJ?an Anggaran

jCedungSekrerariatlenderatOpR Rl
Konsuitisj 1 ema Aktualisasi

^t^inplnan:

♦ . «

:j
1- Dr. Asep Ahmad Saeftiiob. S.E^KSF.

= ' fw-
t -r

~ '

-i

U-;|>EMBUKA.AN •.••••

^ konsito Juli 2Q19 pad^t pukul 09 00 Wta K^sultusi, r
^ mi mi?ii>balias teataiig rencan^ keguun ai<tuab&is. yimg uVan dtUkuiun Erviu iiilulc^-ahdra

celifeij C3k>n Analis APBH Ahh Pertama Konsiiitasi im dihadiri oleh KepJia Pasat KaiKtn
Aflggaraff.- Drj^sep Abm^i SaeJaloKS E.M^v. Secara ^rJs bes^r. konsultasi im mambah^^

d.aUhapao kegiauay-ang^ka.! diUkuka>padd rangkaian kEg.^ft
Js'yaiig akJB dilakukan pieh calan Anahs APBK

L- !

>i-..

^ t

2, POKOK HO«.aK!lASlLPi:MIJAH\SANt«d.«Jrkaalia5«fckub.Krta.irah.,nl!oordmKWb.dJng..ii..k,uc.f.ikAwi»iu ^ ^,
'yang'stoi tlUBiiiot a<}»taii pemwHkJi,™ toraati APW c«rfa -
•^>,4-w™..ApEga.ct>i»S.aKtoaa fo»>a!.'iBC^JtuJoiS agir memj
*' ,•: uWi dM-Jsiiarfflciambah pc"Sf«3¥»i»J?'!^>.""1ri



(lanjutan Lampiran 1.1. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran)
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Lampiran 1.2. Koordinasi dengan Mentor
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KEGIATAN 2

Lampiran 2.1. Draft Formula

DANA&AGi HASIL(DBH)

D3H adalah dana yang berjumber dari pendapatan AP6N yang dialokasikan kepada daerah

berdasarkan angka persentase t«rtencu untuk mendanai kabutuhan daerah dalam rangfca pelaksanaan

desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan unCtik memp«rbaiki keseimbangan vertikal antara

pusaC dan daerah dengan n^emperhaokan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah

penghasll sesuai dengan porsi yang dicetapkan dalam UU No. 33/2004 serta dibagi dengan imbangan

daerah penghasil mendapatkan porsi tebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutanl

mendapatkan bagian pemeraraan dengarv porsi tertentu yang dicetapkan dalam UU. Berdasarkan UU

No. 33/2004 Pasal 2^ ^tnsip penyaluran E^H berdasarkan reafisasi penerimaan negara yang

dtbagii^asilkan {based on aceua)revenue] pads tahun anggaran berjafan.

PsriMndFngai! Pard 08H Aatar* PintMinah Pirsat; PrMfanl, Dan Kab/Koca
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(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

auian Terkstt Keb^akan DBH:

1. DBHP8B

W ^tembagi penerimaan P8S bagian pusat sebesar 10% secarra merata kepada seturuh kabupaten

dan kota

V MenaiT^h c^upan DBH PBB, termasuk sektor laimtya (PSB perikanan, dan PBB atas kab«l

bawah iau(, di h^r PBB saktof pertaminngan, poriieiRHiaii, dan perhutanan)

3. DBHCUKAIHASILTEMSAKAUiCHT]

> Pentrfmaan negara dari CHT yang ifibuat dt Indonesia dibagikan kepada pravirai cuka

hasil Umbafcau sebesar 2% (dua persen) yang ifigunakan untuk mendanai peningkatan kualttas

bahan baku, pembkiaan industri, pembinaanlingkungan sosiai, sosiaKsasi ketentuandi bidang

cuka(, dan/ataupemberantasan baring kenacukai ilegal.

> Adanya perfuosan penggunaan 08H CHT yang semula berdasarkan UU No. 39/2007 tentang

D^i hanya dapat digunakan untuk mendanai S kegiatan, menjadi minimal S0% untuk

mendukung program Jamlnan Kesehatan Nasionai dan sisanya digunakan untuk kegiatan

earmarketi sesuai UU No 39/2007

3. OBHMIGAS

> Muiai tahun 2017, Penwintah menerapkan kei^akan baru terhadap penggunaan OBH

sat^fya dengan menghflan^an earmarfcnf 0.5H dari DBHSDAMinyak dan Gas Si^i untuk

btdang peni^Hian. Sehin^a menegaskan OBH SDA sebagai dana ^odc gnat

4. 06H iSHUTANAN DANA REBOISAS (OBH DR)*

V Sesuai amanat UU No. 23/2014 tsntang Pemerintahan Oaerah. afokasi DBH SDAKehutahan Dana

Iteboisasi diallNcan dari kabupaten/kata p^t^asil ke provnnsi penghasii. Serta memperiuas

penggunaan Dana fteboisasi untuk kegiatan pendukung RHL dan memperluas penggunaan sisa

DBH DR di Kab/Kota oleh OPD yang ditunjuk Kepaia Daerah untuk pengeloiaan Tahura,

peflcegahan dan penanggular^n kebakaran hutan, penataan batas kawasan, penanaman pohon

patfa DASkrrtis, penanaman bambu pada kanan kin sur^af, dH.



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)
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(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Daerah Penghasu:
Provinsi

Provinsi

Kab/Kota

Provinsi

nrhasii

Kab/Kota
dalan^rovvbs^

dabmprovy^

OBHGAS BUMI

KabvKota

Provinsi ybs

* p€nghasil

ainnya dalan
rovinsi

Provinsi ybs'

Kab:/Kbta;l4®'
penghasil ^

l^b:/Kota
^ .fauwya dalam'
^provmsi ybs



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Dana Alokast Umum (DAU)

DAU adaiah dana yang bersumber dar Pendapatan APBN yang dialokasilcan dengan tujuan

pemeracaan kemampuan keuangan aatardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentraltsasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Saat ini, DAU telah memperhitungkan

kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD. THR, dan Gaji ke-i3 * DAU Tambahan untuk bantuan dana

kelurahan. Penghitungan afokasi DAU dtlakukan dengan menggunakan formula yang terc^ri atas

Alokasi Dasar (AD) dan Cefah FiskaJ^ [Gfjf.

LDAU=AD4CF
Aiokasi Dasar

AD dihitung atas dasar persentase {ucrrbh ga^t Negeri SipilDaerah (PNSD). yang mencaktip

gaji pokok,termasuk rencana kenaHongajfi. ditambah dengan tunjangan keluarp. tunjangan umum,

tunjangan beras, dan tunjangan termasuk ke'13 dan Tunjangan Hari Raya (THRjl serta

formasi caton PNSO. Komponen ke-13 dan THR metiputi gafi pokok, tunjangan keluarga.

tunjangan umum, dan tunjan^ iabatan sesuai per9turarr pemerintah tertait penggajiair, sedangKan

pengangkatan calon PNSD jugs m«mperh«turTgkan kebtjakan pembenan ke^mpatan kepada efcs>

Tenaga Honorer IC-2 yang memenuhi vtanz peraajran perundangtmdangan untuk mengikutt seieksi

penerimaan PNSD.

CelahFtskal

CF dihitung dari setisih antara lebutuhan flskal dergan kapasitas fUal masmg-nrasing daerah.

Kebutuhan fiskal daerah mert^akan kebutuhan pendanaan daerah untuk metaksanakar* fungsi

layanan dasar umum. Kebutuhan^ pendamaan daerah untuk melaksanakaft fungsi layanan dasar

umum diukur berdasarkan perkaiiarv snCaratotaSbeiwja daerah rata-rata dengan penjumJahan dad:

perkalian masing-masing bobot van^l dengan fndieks Jumfah Penduduk, kideks Wifayafv

Jndeks Kemahatan Konstruksi, fndete Pembangynae* Marmsia,dan Indeks Produk Domestifc ReglonaJ

Bruto per kapita.

|aKBF =TBR (Bi.lP ♦ Bf.lW »B,JPM *• B^lKKf- B^JPORBig

Keterangan:

KBF ; KebutuhanPiskal : Indeks Pembangunan Manusia

TBR : Total Belanja Rata-rataAP80 HOC t IndleksKemahaian Konstruksi

IP : fndeks JumtahPendudufc KPDRSK : (ndeiis POffS per kaprta

IW :lrtdeksLuasWtlayah B iSbboC



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Jumlahpenduduk

iumlah penduduk rrrerupafcan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penvecfiaan laysna"
pubiik di setiap daerah. Irtdeksiumfah penduduk dihitung dengan rumus:

Indcksfusilahpcidubtdetni
jumSahpn^jiik daenh

Rata-nSaJU!tilBbpa)±^dJL»eeaTanBit}n^

Luas wftayah

Luas wilayah merupakaft varrabe! yang mencerminkan kebutuhan atas penyeffiaan sar^a^ dan

prasatrans per satuaa wilayah. fnd^s luas wiiayah dihitung dertgan rumus:

/ndcti he riqeidacrei,
Lsscsv4^/oh daerah ,

jggta-nttBi t K^oi-ah teean lusunel

btddcs Kemabatair Kcmstruftsf CKXj

IKK merupakarr variaetrel yang mencerminkan tingk^ kesulitan geografis yang dimiai berd3<iarkan
tingliat kem:ahalaET Ifiar^ prasarsna fisiic secara relatif an^rdaerah. Oengan ksta Ian, KK adi^h
angka indieks yang nrengganrbarkan perbatidingan Qngkat kemahalan kanstrui^i' suatu daerah
rerhalap' daerah liainn^a. fndeks Kemahafcan Konstruksi dihitung dengan rurmis:

laiiekt tctuiBbo iMistiukB dotrch i •
naCiaerah,

XafB-nitaiZZ«ecars aanbatf

Irrdeks Pembangunan lUFanasfai PPM}

IPM enenjpakan variaiiefi yang rrtencerminkart tingkat pencapaian kese^hcsrsan pendCiAik. stm
layanamdasar di^ brd^g, pendi'dikandaa kesehatan. tndeks Pembangunan Manusia dihitung dengan
rumus r

IPiiSxtndaenk i
IPUtwendaenh i

Bata-nXalPiimcerttesarariimonel

Prodxik CSom«stIk Regionaf Brafo pOR^

PORS n-ienjpakan variabei' yang mencerminkan potensi dan akta^itas perefconarroan suatu: daecsh
yang d^itxnrg benjasarkan' Cotaif sekiruh output produksi domestik bruto suatu daeratt^ IndieksP0RS

per kapita dihitung dieeig^n eumus;

ZaddjPCKSperlupitaiaenk,
PCtaperiapia^enli,

Rata-rataPCftSp^lapSxieeanmsioaal



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

KPF =PAD +DBHPajak +DBHSDA

Keterangan:

KPF : Kapasitas Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak: Dana Bagi Hasil Pajak

DBHSOA :DBHSumberDayaAlam

DAU juga mengalokasikan bantuan pendanaan kelurahan t^ujuan untuk memberikan

dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajlban pengar^ggaran bagi kelurahan

sesuai PP No.7/2018 tentang Kecamatan untuk pembanguran sarana dan prasarana serta

pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan berdasarkan

kinerja peiayanan dasarpublik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), yang dlbagi dalam

3 kategofi dengan alokasi per kelurahan yaitu:

Kate^orf DAUPer Kelurahan

Balk Rp353juta

Perludftingkatkan Rp370juta

Sangat perlu ditingkatkan Rp3S4 juta



(Lanjulan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Dana Desa

Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber cfan APBN yang diperuntukkan bagi desa

yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, urrtuk membiaya

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dar

pemberdayaan masyarakacdesa. Dana Desa dihitung dari Abkast Dasar (AD), Alokasi Anrmasi (AA)

dan Alokasi FormiJa (AF).

201S "l

Dana Desa Per Kab/Kota :3
77%

AO AA
J

Af '

OesaSangat : io%iF
j, Ttftinmal ' i

Oesa SO%xJPM

1S%ILW

^
2S%tKX

Keterangan;

IP ; Jumfah Penduduk LW

;ium{ah Penduduic Miskin IKX

IKG : Indeks KesuHtan Ceagfifis

ffefarmuiav Pengafokasian Dana Desa i^faksanakan dengan;

1, Menguran^ praporsi AlokasiOasar (AO). Alokasiyangdi&aiisamakep«ja setiap Oesayattu
dari semula 77% (2018) menfadi 7Z% (2019)

2^ Menambah proporsi Alokasi Formuta (AF),yaitu dari semu/a 20?fr(20IS) merjadt 2S^ (2019)

3. TeCapmemberikan Alokasi Afi rmast (AA) pada Desa Tertinual dan Desa Ssngat TertinQat dan
yang mempunyai j'umlah penduduk miskin yang tinggisebesar 3%dart totat pafu Dana Desa

sesuaiAPBN 2019.

2019

REfCaiAaASI

Dana Desa Per Kab/KoCa

3%

AA

DesaSangat

25*^
. AF

10%xP

lS%xLW

2SKKiXG

rLuasWWa}^

: Irdefis KemalTaian iConstruksi



Lampiran 2.2. Laporan Singkat Koordinasi dengan IVIentor

»,>*•=. '.-U«

V ,1
1- W i

^yrr:^pr ••

"4'-< '""-frf-
tJi

srKRin \iifAr{tAOuui dan uadan kevhlian ,.
DEttANPEllWAMLANRAKkATREFUyMKlNDO^KSIA .'

LAPORAN SINGKAT

KONSULTASi DENGAN MEM'OR

if»5w«;lT

TSivmimsp

Han, TsRggai

Tempat

Kfigiatart

Jtiraat lb Agustus 2019

15:30 WlBs-d^seitfsaj

Ruang 61UPasac KafianAnggai^n

KonsuItasidralTformula yang telah disiisun

L POKOK-rOKOKPEMBiaRAAN

nada .t^iapan.k^atan jru. penuhs meiakukan diskusi kepada mentor terkait dfiip

, APBN yang CCUM disu5run. Pada tahapkegratan ini terdapat beberapa i^S^a

inpitor teriQiT pen/usunan formula, terutdma uatiik formula

v.''-' --



KEGIATAN 3



KEGIATAN 3
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Lampiran 3.1.2. Daftar Hadir Kegiatan Presentasi Aktualisasi CPNS dl Pusat Kajian

Anggaran

• -i J ^

.SEKRETARIAT JB^DERAL DAN BAOAN KSAHLIAH :
DEWAN PERWAKILJ^N RAKYAT REPUDLIK {.NOONcSlA

JL JE'lDERALO^'O'f'SUBROTO JAKARTA KODEPOS 10270
- TSlP.#021J5?157:^'>FA.K (02i>&7t5533 tAMAN .w^.dfw50id . .r3

;
-s > Vr

*1*^-fr v'S-'jiVa.-V •,'sr -

Z r^-;

//WM

DAFTAR HADIR RAI»AT ^
TENTANG

?PREStKTASl AKUIALlSASi CPNS PUSAT KAJIAN A^iGGARAN'•

23Agustus 2019 • ^
5,.\PuHul:t4.00WiB-S9lesaL •- . .
•: Ruang Rap^lKepala Pus^ K^an AnggarartOPR Ri
•- Gedung Setjen dan 0KLan® 5

fe-"-.'

""''HO
NAMA

^ ^ j OR AS£P AHMAD SAEFUIOH SE, M.Si
iiiW-!;sh

OR:tNDRAPAHL£V{

HUSKULIATJFAH SSCS'

th StAMET WiOODO, SE.RE

RGBBY Slf^i S'-E--, M.E

RASTRl PARAMt FA, S E, MM

Q-A'! RESTlSR^TIWUS T

MARlHaP|>IASUTiON.SE,#.a

3,WA.carolina:s£.;^.m.ak;. .

ADc?R2iaLAtE5A,S.E:

''I JSZ*
-ifrr"

JABATAN

KEPAU PUSAT KAJIAN

AMGGARAN

KEPAU PUSAT PENEtfflAN

KEPALA SU8AG TATA USAHA
PUSATKWIAN ANGGARAN

ANALISAPBN AHLIMADYA

ANALIS Af®NAHLI.PERTAMA

ANAliSA^N AHUPERTAMA

ANALISAP8N AHLl PS^TAMA

«'ANALtSAP8f^AHLi PERTAMA

ANA! ISAPe?iAHLl P5RTA^

. - .ANALIS APBKAIfl.! PERTAiiCS

PBWAHLi PERTAMA

TANDATANOAN

3^



(Lanjutan Lampiran 3.1.2. Daftar Hadir Kegiatan Presentasi Aktualisasi CPNS di

Pusat Kajian Anggaran)
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Lampiran 3.1.3. Laporan Singkat Presentasi Aktualisasi CPNS di Unit Kerja
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Lampiran 3.2.2. Laporan Singkat Terkait Perbaikan Draft Formula Setelah Presentasi

di Unit Kerja
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Lampiran Draft Perbaikan Formula

Dana Alokasi Umum (OAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan cujuan

pemerataan kemampuan keuangan ancardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Saat ini, DAU teiah memperhitungkan

kenaikart gaji SK. formasi CPNSO, THR, dan Gaji ke-lS * DAU Tambahan untuk ban(uan dana

kelurah^n. Penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri aca$

Alokasi Dasar (AO) dan Cefah Fiska> (CP).

Alokasi Dasar

AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). yang mencakup

gaji pokok, Cermasukrencana kenailcan gaji. dicambah (tengan tun;angan kefuarp. Cwiangan umum.

Cunjangan berss. dan tuxtjangart ^bacan, cermasuk Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR}r serta

formasi cafon PNSD. Komponen Ga|i ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tur>ianga«i kduarga,

tunjangan umum, dan tunjangan ^batan sesuai peraturan pemerintah terfcait penggajian, sedangMn

pengangkatan calon PNSO juga memperhiturgkan kebijakan pembenan hesenrpatan kepadia eks-

Tenaga Honorer K-2 yang memenuhi syarat peraturan perundangundangan untuk mengScuti seietei

penerinraan PNSD.

Celah Fiskat

CF dihitung dari sefeih anc«-a kebutuhan tsfcal dengan kapasitaa fiskat masmg-masmg: daeralt,

Kebutuhan fiskaf daeraf!> merupakan kebtituhan pendairaan daer^ untuk mebksarrakani fungal

layanan dasar umum, Kefiutuhs> pendanaan daerah untuk melaksanakan fun^pi Eayanan dasar

umum diukur berdasarfcai perkalian antara total beianja daerah rata-rata deftgan pentuirriahafl dan

perkafian masing-masing bobot variabet dengan Indeks iumiah Penduduk, Meks Luas Wilayah,

fndehs Kemahatarv Construksi, indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produic Domestik Regional'

Bruto perkapiCa.

i jCBF.g.TBR (BxJP * Bj.lW+ B>JPM + B4.Iia( * BsJPO

Keterangan:

K8F : Kebutuhan F^al

TBR : Totat Belania Rata-rata AP9D

rp : Indeks lumfifh Pendbdufc

fW : Indeks Luas WiFayah

IPM : Inddis Pembangunan Manusia

iKX ; Indies Kemahalan Konstruksi

IPDRBIC : Indeks P0R8 per kapfta

& :Bobot



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan

publikdi setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

itjdektjtatiiihpcndudukdacah i
JurKhhpemtaibkiarvh

poitabit trrmt —nwif

Luas wflayah

Luas wiiayah mempakan vanabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan

prasarana per saCuan wilayahi. Indeks luas wiiayah dihitung dengan rumus:

Indett La rfcyai daerai f
Laet tnbstti Jaavk,

Indeks Xemahalan Konstruksi (IKX}

IKK merupakarr varrabel ysng mencerminkari tingkat kesulitan geografis yang dintlai berdasaekjn
tingkat kemahalan harga prasarana fistk secara relatif antardaerah. Dengan kata lain, fXX ada^
angka indeks yang menggambarkan perbandingan Ungkat kemahalan konstruksi suatu daersh
terhadap daerah (airtfiya. Indeks Kemahalan Konstruksi (fihitung dengan rumus:

Ifid6blcaa&eirtt<*strBtiiiecTc4 ,
OjrdsenA,

Jtata-mall^taaraiutvna/

Indeks Peinfaar^nan IbTanusra (IflM)

IPM mempakan vaciabel yang merTcerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk »tas
layanan dasar di bndang pendidikan dan kesehatan. fndeks Pembangunan Manusfa dihitung dengan

rumus:

£P3fartn daavM,
I7V teen iacrcA |

Jtaia-retalPifmcjtessvaanmal

ProdtA Ctemesak Regloiial ffrutofPORBf

POflS merupakarr variabel yang mencerminkan potensi dan aktrvitas perefcanomtan soatu daerah
yang dthftunf berdasarkarv tata^ $e(uruh output produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRS

per kapfta e^ung dertgactmmcar

fjidetrmtSpert^iadaovA
fIXS per iapAi iaruA,

Jtata-ruts ?SR5 per topfa lecars asrimof



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

KPF = PAD > DBH Pajak + DBH SDA

KeCer^ngan :

KPF : Kapasitas Fiskal

PAD : PendapatanAsii Daerah

DBH Pajak: Dana Bagi Hastl Pajak

DBHSDA ; DBHSumber Daya AJam

DAU jiiiga mengalokasikan bantuan pendanaan kelurahan yang bertujuan untuk memberfkan

dukunpn kepacfa pemerrntah daerah dalam mernenuhi kewajiban pengarggsran ba^ kelurahan

sesuat PP No.7/2018 tentarrg Kecamatan untuk pembangunart sarana dan prasarana serta

pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengalokasian bantuan pendanaan kekjrahan faerdasarkan

kiner)a peJayanan dasar puUik fbidang pendidikan, kesehatan, dan hnfrastrukturt v^ng dib^ dalam

3 kstejpri dertgan alokjsi per kelurahan yaitu;

Kattfor} OAU Ptf Kdunhm

Balk Rp3S3 juta

Perfu ditlngkatkan Rp370jut3

San^ perlu dUngkadun Rp3S4}uta

Su«nt»f:

Peratsxan MerOeri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturarr MerrCeri

Keuangsn Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer KeDaerah dan DanaOesa

Peradsirsn MecKariKeuangan Nomor 50/PMK.07/20X7 Tentang Pen^kjiaam Transfer KeEJaer^ dlan
Dana Desa

Peraoirarr (Vtenferf Keuangan Nomor Z27/PMK^7/2ai7 Tentang Perubahan Itedua Atas Peratxvan

Meiiterf Keuangan Nomor SO/PMK.07/2017 Tentang Pengetofaarr Transfer Ke Daerah dan

Dana Desa

Peratursrf Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137 /PiVIK.07/231S Tentang Tata Cara

PenyakiTan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

DANA 8AGI HASIL(DBH)

OBH adslah dana yang b«rsumber dari pendapatan APBN yang dialokasiKan kepada daerah

berdasarkan sngka parsentase tertentu untuk mendanai kabutuhan da«rah dafam rangka pelaksanaan

dasentralisasi. OBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikai antara

pusat dan da«rah dengan memperhatikan potensi daerah pen^asii. OBH dibagrkan kepada daerah

pcnghasil sesuai dengan porsiyang ditetapkan daiam Undang-Undang No.33 Tahun2004sercadtb^

dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah tain (ddtam provinsi

yang bersangkutan} mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dabm

Undang'Undang. Elerdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasa< 23,. prinsip penyaluran DBH

berdasarkan reaHsasi penerimaan negara yang dibagihasKkan (frosad on acXuaHpada tahun

anggaran berjalan.

P*fbandb(gan Porsi OBH Antara Panwfncalr Puaart; Ptwtin^ Dm Kabi^teMai

'SnMnMMaMMBCiMaaM aWf MI39||k

Jeitis Pwcrimaan Wegara
yang Dibagihasincan

ptsut'^

No."

Pu^
1 %

Prov.
Kab/K i Biaya

Penghasif | Pungut
Ptinantian

Kafa/Kota
.Pi|Kia
Barac

L ^AJAX
.

I fnt Pasat 21 dan 2S/29 80 t 9 u i

2 PajA Sum* dan SaiTgiman 10 ; 16.2 1 64;b 9 : 1 •

Cufai* Haiil TetntafLM 98 ; 0,6 1 0.8 , OiS i ;
' H ' SOA I

1 1 Kehutanan i i

BUPW 20 1 64 ' ! •
' ' i

PSOH 20 : 32 32 - i .
J

i
Dana Rebofsni 60 [ 1 ; 1

2 ;: Mneraldan Balubara 1 ^ i

i bjran T<OpU^sRfrenr) [ 1 .1

• darac djfi taut <4 Mil 20 16 64 • ? - - -

1 1 •4Mit <tdut <12 Mit 20 1\ 80 1 1
! (uran ProdUksi (Royaftt)

.. 2. . I

j
-

; •d3ratdjnljut<4Mtl 1 20 i 32 32 1

; . 4 MU cbut cUU» ! 20 : 26 ' s*

Dari Kawdsan Pertiotarjn 1 4 .!
1

3 Perikanan 20 ; - W - -

MnyakBunii !
1 •darat(Un(Jut44Mi> ' 84^ 1i w ; « . _. ..... W 1 TO i 70

; -4IMil<tjuC<I2MU g4,S ! s,u 1033

5
GasBumr i : 1

'd^ardjnljtiCciMii 1 69.5 ; 6.1 t2.2 1 TO , 70

i •4 <fjut < 12 Ml i 69.S W47 20.33 J i
1

6 PanasBunti j 20 1 16 37 32 - 1 •



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Catatan Terkatt Kebijakan DBH:

L DBHPBB

> Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secarra merata kepada sehjruh kabupaten
dan kota

> Menambah cakupan DBH PBB, tarmasuk sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel
bawah laut,di luarPBB sektorpertambangan, perkebunan. dan perhutanan)

2. DBHCUKAIHAS1LTEMBAKAU{CHT)

V Penerimaan negara dan OfT yang dibuat di Indonesia dibagtkan kepada provinsi penghasi! cukai
hasll tembakau sebesar 2% (dua perswi) yang dtgunakan untuk mendanai peningkatan kualitas
bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungar* sosial, sosialisasi ketentuandi bidang
cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukalilegal.

> Adanya perluasan penggunaan DBH CHT yang semuia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun
2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5kegiatan, menjadi minimal 50%
untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan sisanya digunakan untuk kegiatan
gimtarked sesuai Undang-UndangNo. 39 Tahm 2CK}7

3. D6HM1GAS

> Muiai tahun 2017, Pemwintah manerapkan kebijakan baru terhadap penggunaan DBH Migas.
Salah satunya dengan menghilangkan earmarked 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk
bidang pendidikan. Sehingga menegaskan DBH SDA sebagai danablock grant.

4. DBH iCEHUTANAN DANA REBOISASI (DBH DR)'

> Sesuai amanat Undang-Undang No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi D8H
SDA Kehutahan Dana Refaoisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasi! ke provinsi penghasi!.
Serta memperluas penggunaan Dana Reboisasi untuk kegiatan pendukung RHL dan memperiuas
penggunaan sisa DBH DR di Kab/Kota oleh OPD yar« ditunjuk Kepala Daerah untuk pengelolaan
Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan,
penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dll.



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

S'SUff.

DBH PAJAK

P9h

OASAR HUKUM

PEMLiNGUTAN

UU No. 7/t3S3 io.

UU No. M/20G8

OASM PCMBAGUN

IflJ U/7004

S.MKaWWca

l.f%hvrMa

M/Wo iaiamtrmt

DBH MINYAX BUMI

\ CHT^

•/
OASAAHUKUM

PEMUNGUUN

UU No. 39/2007
\

• Pututw MK No. S4/PUU/V1/2008

OASAM PCMBAGIAN .

UU 3f/2007

30V Pra^ p«n(hBll

40% IUb/Kot« p«ntS«s4

k30% K«b/Kou iMi 4aU«
ycwinri



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

.OMrah P«fichas^'
ProvinsI

dalafnorav

Provb^

Sckiruh

Kab/tCo^
dsUmprav

OBH GAS BUMl

'̂ OaMifiJt Pcne

hnybr

• •• '•

''proirfn^.ybs^

Sumbtrr

Ofrektorat tender^ Petfmfcangao (Ceuanpn Kementerian Keuangan. DsnsBag) HasitPspararr dfsampaikarr

pads diskus cfi PusatC ta^an Afiggsranpads 17 April201S.

PtfrMuran Mentert Keuangsn Nomor 112/PMK^7/2017 Tentang Perubsfian Atas PcnCurw MenCari

Keuangan Nomor5<yPMt(J7/2017 Tentang Pengelofaan Transfer KaDaerah dart Dana Desa

Ptraturao Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tranter Ke Oaer^ dan Dana

D«sa

Peraturarr Menteri Keuangan Nomor227/PMK.07/2017 Tentang Perufaahan Kedua AtasFeraturarr Menteri

Keuangan Nomor5<J/PMK.07/2017 TentangPengelolaan Transfer Ke Daerahdan DanaDesa

Urtdang-UfTdafig No- 53 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemettntak Posae

Pemenntah Daenft

Undang-UndangNo. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

UndJrtg-UndatTg No. 23Tahurt2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lanjutan Lamplran Draft Perbaikan Formula)

Dana Desa

Dana D«$a Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dtperuntukkan bagi desa,

yang di transfer melalur anggaran beianja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai

pertyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaart kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari AJoItasi Dasar (AD), Aiokasi Afirmasi (AA),

dsn Aiokasi Formula (AF).

2018 2019

REFORMtlLASi

Cfona Desa Per Kab/Kota Desa Per Kab/Kota

77%

AO

3% j 20K

I I

72% 3

LJ k!
3% ^
AA

25%

^ af

OesaSangat ] ICKxJP

0C» ; SOKxJPM *^1
J ^

15%xtW

ZSXxIKX

KetBrangin:

SP :Swnlah Pendudxjk tW

}PM : iumfah Penduduk Miskin IKK

DesaSan^t

Oesa

I' Terttnfuaf
\ilT I

10%*JP

SO%KiPM

15%

2SX

: Uias Wnayah

; indeks Kemahalan Sonstruksi

Ref<3rmufasi Fengafokas^an Dana Desa dSIaksanakan dengart:

1. Mengurangi proporst AJokasi Dasar (AD^ dimana aFckasi yang dibagt sama kepada setiap Desa
yafcu cfefi semula 77% (2013) meniadi 72% (2019)

2. Menambah proporsi Alokasi FormuJa(Af),yaitu dari semuU 20% pOIH) menjadi 25%(2019)

3. Tetap memberikanAIokasiAfirmasi (AA) pacfa DesaTertinggaSdanDesaSang^Tertinggal dan
yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tfn^t sebesar 3% dari total pagu Dar\a Desa
sesuai APBN 2019.



(Lanjutan Lamplran Draft Perbaikan Formula)

Arah Kebijakan Dana O^a Tahun 2020

Kebijakan umum Dana Oesa tahun 2020 diarahkan untuk;

1. menyempumakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan pemerataan dan
keadilan; memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta
kemiskinan; dan memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa

2. meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan
pengembangan potensi ekonomi desa

3. memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui peiatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan
kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengav^^san

4. meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping

5. mengoptimalkan peran pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam pengelolaan Dana Desa

6. meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan
kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.

Sumber:

Kementerian Keuangan. AP6N Instrumen Pemerintah Mewujudkan Tujuan Bernegara. Disampalkan
oieh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 11 April 2019.

Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Oesa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan

Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa



Lampiran 3.3.1. Proses Mengupload Formula di Website Pusat Kajian Anggaran

•«! Puk*wx)vr»uiDt^df)drw*xmUVMi4'11

o^annDdmin

tatM

"'*K

C»)mlC«aijn

Ma

OiMKjwtSau

DKJiSkif

MfmVSK

Urvar <r*>

TwjCk
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•-Mil
:,i

'-Vi '



Lampiran 3.2.2. Tampilan Formula pada Website Pusat Kajian Anggaran

o z .. Jc' go <1

PUSXTKAJMNiMGeARM
BAOAN KEAHUAN OPR Rl atf ttwBuwnw

S3 5.

•NO BERAMOA TERTANC KAMI - SISTEM HAIUUEIICN nmi • PROni. - FROOW - BnOMUDCE aAJIACEaEaT -

6AL£m NOMTMI

Formula

Snow ia * wms

iMwv Mm

X-9

x-o

Cir9 *Aiast
i-nv

»-a9i

Ctta Zet*

IC'.T

2C^7

SSIL.

duMCOiraR
Ssua Vsnan

l«eBB

3e*'<«Lar

Sea>AaU

' ..•ir.jhi-

CAj leaap 3V« .«g cef^oei »r ;^««3ran apsm .arg 3»o>»<»af<i^-3<RM^arise^3ga< ier««frcu(« anaraenn
iMb*m«iear«4Buv>an tiereneweigasewsenanrtiwrewa#!

KaoB lar« <jrg STMras Ur jcfpacaaf .ar^ aunasiW <rj<c» -wan aamMaocm anpra j-w
icotiUnsr ijgran iipr' r/mgea geuwanaa" swei^tnnaai

Car«3MaC;»-aS»»iT*i:«*jna«« ,w^
s»e<aB qptaaagf«3ra ^«eToa>• aBng-»a^aa atmewewn aer-oir^cn* MErtr««\ iena»«nR0> an
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KEGIATAN 4

Lampiran 4.1. Laporan Singkat

riS:,-

II PEh'tTUP

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAMPERWAKILAN RAKVAT REPlfBilK INDONESIA

LAPORA>N SINGKAT

KOXSULTASI DENGAN MENTOR

1 .Rabu,28Agustus20X9

14.00 WIBs-d. seiesai

Suang6ll, Pusat Kajfan Anggarari

KoasuiUsJ lapofan kcgiat^rtakcuansaiil

.. • -...-,...

i: T>OKOK-POKOKPEMmCAIlAAN • '

i-Pada tahapan keglaran mt, penulis melakakan fcoordinasi dan memm&pefs^juafti^>:--

^ngjin menEor terfrait bporan akhir kegUttan akttialisas!. laporan kegiatan aferaaKsasr

^ In} afcarr disampaikdn kepatiii Kepala Pusac Ka^fdiFt Angpran DPR 8! sefeagiii

atss akttiafisasipng dilakukan itelan>31 bu!afi diPusat KaiteAfig^oaf^- ' '

1*, ^ t

'" ~ -'•'-T-','- -• ' -r*7"-!- - ' v<;-' 'v ' -11



Lampiran 4.2. Laporan Singkat Penyerahan Laporan Aktualisasi CPNS Kepada Kepala Pusat

Kajian Anggaran

' i7ewan [•'c-i'ft'.ikjEan RrJ^ar KepubJjfe

I' if"f'?nfCe3!wt but)r<ito}fiKjrf<xKodt.PoA ^0270

r>57*i5730 Fax". (OZi-j 57159;-^j Umun: pu's.k3iuiftj5garart,a-»h-.a5.ld

,yj^. ^ /i,1S

V—t>>- 1 •» '

•h

S-.lfc'

\ Hati Tantr-^f^j •_i.^ liiju'iit. 30 Ajsustus 20'̂ 9 ^ ,

ptika 13O0VVIB

•Teiflpat"-
t * .• vKtiangftnaJisAPBN Pusat fCajian Anggaran -.• •- i --?5-•.:-s-V '

Gcdung Sekretarlar |endfc'r.iJ &. Badtin Keahiian DPR ft!

^^Kegiatp r-.-1 •-.- . CPNS Menyerahkan Laporan AktualtsasijnfngTefali' • :

DibuafKepada AWsaivd^io Mentor ' ' •
-'Repaid * 1 Dr.A:vcp Ahmad SaefuJoh.S-B-.MSj • »-

'T

M..:.J>eMBIJKAAN .•• •••.•. . . f';

r rCPN^-yaDg tft^ nienydesaikan UuGi-aii Aktuafisasi meiQ^eFnbfcan tapordri
Afofijafisa^iiya Jcepacfci aciSiin sebjg^j benttik pertanggungj.iwab.m atas pefak$Lijvian

r^fg telah diiakulan. Proses penyerahan Laporan ini dllakukan pada h»i
30,Agifsttjs 2019 pukui 13.00-WIB, ttirceiiipat di Riuitig-Aflilis APBJt Pu^at".
Anggaian. Atas^n me»enma Uporan.AktuaJjsasfyang ielandibuat oMiPPNS

2. POROIC POKOKMASJ' PI.MBAHASA\

. -AJapivii kegjaran>3iigcfiiaks.inakdn,ad3iahatasan menenmatapo'ean AktualC^I
lytui^ U'Uh oieh CPNS -

3.

^ , ^^imioantah Catatin ztas ba^il penierahau Uporan Aktat^hsasi
: t^hmi dengan ^epaia^Pus^ Kajian Anggaran-
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